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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah 

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan 

lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat 

daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun 

dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan 

Informatika diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). 

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
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terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah 

yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja 

perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk 

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja.  

1.2 Penjelasan Umum Organisasi 

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan 

dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Komunikasi dan 

Informatika : 

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mempunyai tugas 

pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian 

dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan 

Informatika; 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Persandian; 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan Data 

Statistik Sektoral;  
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e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi, 

Informatika, Persandian dan Statistik; 

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; 

g. Pengelolaan kesekretariatan. 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi 

dan tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut bagan 

struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Tapin terdiri  dari : 

1. Sekretariat, terdiri atas: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Sub Bagian Keuangan; 

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri 

atas: 

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik Penyetaraan JFT. 

Pranata Hubungan Masyarakat; 

b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Penyetaraan JFT. 

Pranata Hubungan Masyarakat; 

c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media JFT. 

Pranata Hubungan Masyarakat. 

3. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri atas: 

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Penyetaraan JFT. 

Pranata Komputer; 

b. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Penyetaraan JFT. 

Pranata Komputer; 

c. Seksi Layanan E-Government Penyetaraan JFT. Pranata 

Komputer. 

4. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas; 

a. Seksi Persandian Penyetaraan Sandiman Ahli Muda; 
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b. Seksi Statistik Penyetaraan Statistisi Ahli Muda. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana 

Berikut bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Tapin : 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Sumber : Lampiran Perbub Tapin No. 25 Tahun 2016 
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1.2.2 Anggaran  

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran 

yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut 

adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika : 

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 

Sumber Tahun Jumlah 

(1) (2) (3) 
APBD Tahun 2024 Rp 20.305.941.482 

APBD Tahun 2025 Rp 11.602.126.525 

Sumber Lainnya (Jika Ada)  Rp                        - 

Sumber : DPA Dinas Kominfo TA.2024 dan 2025 

1.3 Dasar Hukum 

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini 

disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 

Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

1.4 Sistematika Laporan Kinerja 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2025 adalah: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi 

berfokus pada aspek strategis organisasi dan 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 

dihadapi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi 

disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi.  

 3.2 Efisiensi Anggaran 

 

Efisiensi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja. 
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BAB IV PENUTUP 

 

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas 

capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

LAMPIRAN  

1 Perjanjian Kinerja. 

2 Lain-lain yang dianggap perlu. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat 

Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 

No Tujuan Sasaran Indikator 
Kinerja 

Target Kinerja Pada Tahun 

2025 2026 2027 2028 2029 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Meningkat

nya 
kualitas 
pelayanan 
publik 
berbasis 
IT 

1 Meningkat
nya indeks 
sistem 
pemerinta
han 
berbasis 
elektronik 
(SPBE) 

Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 

4 
poin 

4.1 
poin 

4.2 
poin 

4.3 
poin 

4.4 
poin 

Indeks 
Pemerintah 
Digital (Pemdi) 

0 1.7 
poin 

1.8 
poin 

1.9 
poin 

2 poin 

2 Meningkat
nya 
Akuntabili
tas Kinerja 
Pemerinta
h Daerah 

1 Meningkat
nya 
Akuntabili
tas Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

81 
poin 

82 
poin 

83 
poin 

84 
poin 

85 
poin 

2 Meningkat
nya 
Profesional
isme ASN 
Perangkat 
Daerah 

Indeks 
Profesionalism
e ASN (IP-ASN) 
Perangkat 
Daerah 

80 
poin 

81 
poin 

82 
poin 

83 
poin 

84 
poin 

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Periode 2025 - 2029 

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas 

Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 

No 
Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Satuan 

Penjelasan 

Definisi 
Operasional 

Formulasi/ 
Rumus 

Perhitungan 

Sumber 
Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Meningkat

nya 
kualitas 
pelayanan 

1 Indeks 
Kepuasan 
Masyarak
at 

poin IKM 
merupakan 
data dan 
informasi 

RATA RATA 
SKOR = 
∑ (Skor tiap 
responden 

Laporan 
Survey 
Kepuasa
n 
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No 
Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Satuan 

Penjelasan 

Definisi 
Operasional 

Formulasi/ 
Rumus 

Perhitungan 

Sumber 
Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
publik 
berbasis 
IT 

tentang Tingkat 
kepuasan 
Masyarakat 
yang diperoleh 
dari hasil 
pengukuran 
secara 
kuantitatif dan 
kualitatif atas 
pendapat 
Masyarakat 
dalam 
memperoleh 
layanan dari 
aparatur 
penyelenggara 
pelayanan 
publik dengan 
membandingka
n antara 
harapan dan 
kebutuhannya 
– Kompilasi 
Nilai dari Hasil 
Survey 
Pelayanan 

pada setiap 
parameter) 
_____________
_ 
Jumlah 
Responden 
 
NILAI 
INDEKS = 
∑ (Rata-rata 
skor tiap 
parameter) 
_____________
_ 
Jumlah 
Parameter 
 
IKM = Nilai 
Indeks x 25 
 
*Karena nilai 
indeks 
berada di 
rentang [1,0 
– 4,0], 
setelah dikali 
25, rentang 
IKM menjadi 
[25 – 100] 

Layanan 
Diskomi
nfo 

2 Meningkat
nya 
Akuntabili
tas 
Kinerja 
Pemerinta
h Daerah 

1 Nilai 
SAKIP 

poin Akuntabilitas 
kinerja 
perangkat 
daerah adalah 
tingkat 
pertanggungja
waban 
perangkat 
daerah dalam 
melaksanakan 
tugas, fungsi, 
dan 
penggunaan 
anggaran yang 
didasarkan 
pada prinsip 
transparansi, 
efektivitas, 
efisiensi, serta 
pencapaian 
hasil sesuai 
dengan 

Bobot 
Maksimal 
Komponen 
yang dinilai : 
Perencanaan 
Kinerja = 30, 
Pengukuran 
Kinerja = 30, 
Pelaporan 
Kinerja = 15 
dan Evaluasi 
Internal = 25 

LHE 
AKIP 
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No 
Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Satuan 

Penjelasan 

Definisi 
Operasional 

Formulasi/ 
Rumus 

Perhitungan 

Sumber 
Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
perencanaan 
kinerja, yang 
diukur melalui 
dokumen 
laporan 
kinerja, audit 
internal/ekster
nal, dan 
kepatuhan 
terhadap 
indikator 
kinerja utama 
(IKU). 
Berdasarkan 
Permen PAN & 
RB No. 88 
Tahun 2021 
tentang 
Evaluasi 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah  

3 Meningkat
nya 
indeks 
sistem 
pemerinta
han 
berbasis 
elektronik 
(SPBE) 

1 Indeks 
Sistem 
Pemerinta
han 
Berbasis 
Elektronik 

indeks SPBE adalah 
penyelenggaraa
n 
pemerintahan 
dengan 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
untuk 
memberikan 
layanan 
kepada 
Instansi Pusat, 
Pemerintah 
Daerah, 
pegawai 
Aparatur Sipil 
Negara, 
perorangan, 
masyarakat, 
pelaku usaha, 
dan pihak lain 
yang 
memanfaatkan 
layanan SPBE. 
Nilai indeks 
SPBE 

Domain : 
Kebijakan 
13% 
Tata Kelola 
25% 
Manajemen 
16,5% 
Layanan 
45,5% 

LHE 
SPBE 
Kemente
rian 
Pendaya
gunaan 
Aparatur 
Negara 
dan 
Reforma
si 
Birokras
i 
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No 
Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Satuan 

Penjelasan 

Definisi 
Operasional 

Formulasi/ 
Rumus 

Perhitungan 

Sumber 
Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
merupakan 
nilai indeks 
yang 
merepresentasi
kan tingkat 
kematangan 
penerapan 
SPBE secara 
keseluruhan. 

4 Meningkat
nya 
Akuntabili
tas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

1 Nilai 
SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

poin Akuntabilitas 
kinerja 
perangkat 
daerah adalah 
tingkat 
pertanggungja
waban 
perangkat 
daerah dalam 
melaksanakan 
tugas, fungsi, 
dan 
penggunaan 
anggaran yang 
didasarkan 
pada prinsip 
transparansi, 
efektivitas, 
efisiensi, serta 
pencapaian 
hasil sesuai 
dengan 
perencanaan 
kinerja, yang 
diukur melalui 
dokumen 
laporan 
kinerja, audit 
internal/ekster
nal, dan 
kepatuhan 
terhadap 
indikator 
kinerja utama 
(IKU). 
Berdasarkan 
Permen PAN & 
RB No. 88 
Tahun 2021 
tentang 
Evaluasi 
Akuntabilitas 

Bobot 
Maksimal 
Komponen 
yang dinilai : 
Perencanaan 
Kinerja = 30, 
Pengukuran 
Kinerja = 30, 
Pelaporan 
Kinerja = 15 
dan Evaluasi 
Internal = 25 

LHE 
AKIP 
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No 
Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Satuan 

Penjelasan 

Definisi 
Operasional 

Formulasi/ 
Rumus 

Perhitungan 

Sumber 
Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah  

5 Meningkat
nya 
Profesiona
lisme ASN 
Perangkat 
Daerah 

1 Indeks 
Profesiona
lisme ASN 
(IP-ASN) 
Perangkat 
Daerah 

poin Rumus 
pengukuran 
Indeks 
profesionalitas 
ASN yaitu 
jumlah total 
hasil perkalian 
dari bobot 
indikator 
dikalikan nilai 
masing-masing 
jawaban 
indikator. Hasil 
penilaian 
berdasarkan 
hasil penilaian 
yang diunggah 
pada Aplikasi 
Padaringan/ 
MyASN 

SKOR : 
IP = ∑IP 
IP = IP1 + IP2 

+ IP3 + IP4 

 
IP1 : Nilai 
kualifikasi, 
IP2 : Nilai 
kompetensi, 
IP3 : Nilai 
kinerja, 
IP4 : Nilai 
disiplin 
 
Bobot: 
Kualifikasi 
25% 
Kompetensi 
40% 
Kinerja 30% 
Disiplin 5% 

Rekap 
Aplikasi 
padaring
an/MyA
SN 

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 

 

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. 

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat 

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari 

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut 

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program 

atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak 

ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian 

Kinerja oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Tahun 2025  

No. Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 
1 Meningkatnya 

kualitas pelayanan 
publik berbasis IT 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

85 poin 

1-1 Meningkatnya 
indeks sistem 
pemerintahan 
berbasis elektronik 
(SPBE) 

Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

4 poin 

    
2 Meningkatnya 

Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah 

Nilai SAKIP 72,95 poin 

2-1 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

81 poin 

2-2 Meningkatnya 
Profesionalisme ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks 
Profesionalisme ASN 
(IP-ASN) Perangkat 
Daerah 

80 poin 

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, 

dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian 

Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub 

kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika: 

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Tahun 2025 

No. Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 
1 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai Komponen AKIP 
(Pengukuran Kinerja) 

26.05 poin 

  
Nilai Komponen AKIP 
(Perencanaan Kinerja) 

25.6 poin 
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Nilai Komponen AKIP (Pelaporan 
Kinerja) 

12.85 poin 

  
Nilai Komponen AKIP (Evaluasi 
Kinerja) 

16.5 poin 

  
Persentase hasil temuan 
pemeriksaan yang ditindaklanjuti 

100 % 

1-1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase tindaklanjut 
perencanaan kinerja atas 
rekomendasi dari mitra kerja 
Bappelitbang 

100 % 

  
Persentase rekomendasi LHE 
AKIP yang ditindak lanjuti 

100 % 

  
Persentase laporan hasil 
monitoring dan evaluasi 
perencanaan kinerja 
yang ditindaklajuti 

100 % 

1-1-1 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

6 dokumen 

1-1-2 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

4 dokumen 

1-2 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Surat 
Pertanggungajawaban yang 
sesuai dengan standar 
penatausahaan keuangan 

100 % 

  
Persentase Laporan Keuangan 
yang Disampaikan Tepat Waktu 
dan Sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) 

100 % 

1-2-1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

288 orang/ 
bulan 

1-2-2 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 laporan 

1-2-3 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

2 laporan 

1-3 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase kelulusan ASN 
Perangkat Daerah yang mengikuti 
Peningkatan kapasitas 

87 % 

1-3-1 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

12 paket 
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1-3-2 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

12 paket 

1-3-3 Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

12 paket 

1-3-4 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

12 laporan 

1-3-5 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 laporan 

1-4 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase ASN Perangkat 
Daerah yang mendapatkan 
pelayanan administrasi 
kepegawaian dengan baik 

100 % 

1-4-1 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

12 laporan 

1-4-2 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

12 laporan 

1-5 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah 
(BMD) dalam kondisi baik 

100 % 

1-5-1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

3 unit 

1-5-2 Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

2 unit 

1-5-3 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

3 unit 

2 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

Persentase peningkatan jasa 
publikasi daerah 

80 % 

  
Persentase tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap akses dan 
kualitas informasi publik 
pemerintah daerah 

92 % 

  
Persentase ketersediaan data 
informasi publik yang di sediakan 

96 % 

  
Persentase aduan masyarakat 
yang ditindak lanjuti pada 
Aplikasi Sistem Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional Layanan Aspirasi 
Pengaduan Online Rakyat (SP4N 
Lapor) 

92 % 
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2-1 Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase jumlah jam tayang 92 % 

  
Persentase admin PPID yang 
ditingkatkan kapasitasnya 

88 % 

  
Persentase pejabat penghubung 
yang mendapatkan Monev 
Aplikasi SP4N Lapor 

91 % 

  
Persentase kelompok informasi 
masyarakat (KIM) yang dibina 

56 % 

2-1-1 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media 
yang terdaftar di Dinas Kominfo 

5 media 

2-1-2 Kemitraan Komunikasi 
dengan Komunitas 
Informasi Masyarakat 

Jumlah Kelompok Informasi 
Masyarakat yang aktif di Dinas 
Kominfo 

1 kelompok 

2-1-3 Pelayanan Informasi 
Publik 

Jumlah permohonan Informasi 
Publik yang diminta 

3 
permohonan 

2-1-4 Monitoring Informasi 
Kebijakan, Opini, dan 
Aspirasi Publik 

Jumlah Aduan masyarakat yang 
diterima melalui Aplikasi SP4N 
LAPOR 

4 dokumen 

2-1-5 Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik 

Jumlah Media yang dikelola oleh 
Dinas Kominfo 

4 media 

2-1-6 Penguatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia 
Komunikasi Publik 

Jumlah ASN bidang komunikasi 
publik yang mengikuti bimtek/ 
pelatihan 

4 orang 

3 PROGRAM 
PENGELOLAAN APLIKASI 
INFORMATIKA 

Tingkat Implementasi Arsitektur 
SPBE 

0 

  
Persentase perangkat daerah 
yang terhubung dengan jaringan 
intra yang dikelola oleh 
diskominfo 

78 % 

  
Persentase aplikasi yang sudah 
terintegrasi 

80 aplikasi 

3-1 Pengelolaan Nama Domain 
yang Telah Ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
dan Sub Domain di 
Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase pelayanan publik yang 
diselenggarakan secara online 
dan terintegrasi 

75 % 

3-1-1 Pengelolaan Nama Domain 
dan Sub Domain 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dan 
Pengelolaan Nama Domain 
Pemerintah Desa 

Jumlah pelayanan publik yang 
diselenggarakan secara online 
dan terintegrasi 

10 layanan 

3-2 Pengelolaan E-government 
di Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase desa / kelurahan 
bebas low spot (sinyal lemah) 

62 % 
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Persentase kualitas akses 
internet dengan kecepatan rata-
rata 50 Mbps 

72 % 

  
Persentase wifi publik yang 
disediakan untuk masyarakat 

43 % 

  
Persentase server sesuai standar 71 % 

3-2-1 Koordinasi pelaksanaan 
Manajemen SPBE 

Jumlah Dokumen Evaluasi 
pelaksanaan Manajemen SPBE 

1 dokumen 

3-2-2 Penyelenggaraan Jaringan 
Intra Pemerintah Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah perangkat daerah yang 
terhubung dengan Jaringan Intra 
yang disediakan oleh Dinas 
Kominfo 

21 
perangkat 

daerah 

3-2-3 Fasilitasi penyelenggaraan 
Audit TIK sesuai 
kewenangan Dinas 
Kominfo 

Jumlah Dokumen Fasilitasi Audit 
TIK sesuai kewenangan Dinas 
Kominfo 

4 dokumen 

3-2-4 Fasilitasi penyelenggaraan 
SPBE di lingkungan 
Pemda 

Jumlah laporan pelaksanaan 
manajemen SPBE 

12 laporan 

3-2-5 Pembangunan dan/atau 
Pengembangan Aplikasi 
Khusus yang sesuai 
dengan arsitektur dan 
peta rencana SPBE 
pemerintah daerah 

Jumlah aplikasi yang dibangun 
atau dikembangkan oleh Dinas 
Kominfo 

1 aplikasi 

3-2-6 Implementasi Inovasi 
Program Kota Cerdas 
sesuai dengan Masterplan 
Kabupaten atau Kota 
Cerdas 

Jumlah Wifi Publik yang dikelola 
Dinas Kominfo 

3 unit 

4 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 

Indeks Pembangunan Statistik 
(IPS) 

2.63 poin 

  
Persentase Data Statistik 
Sektoral yang berkualitas 

70 % 

  
Persentase data Statistik Sektoral 
yang disediakan tepat waktu 

90 % 

4-1 Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral di Lingkup 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Perangkat Daerah 
yang telah mendapat 
Bimtek/Desk Statistik Sektoral 

64 % 

  
Persentase perangkat daerah 
yang mengumpulkan Data 
Sektoral 

100 % 

  
Persentase Perangkat Daerah 
yang di Monev Statistik Sektoral 

100 % 

4-1-1 Pengingkatan Kapasitas 
Kelembagaan Statistik 
Sektoral 

Jumlah pegawai yang 
mendapatkan bimtek/pelatihan 
di bidang statistik 

120 orang 

4-1-2 Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral yang sesuai 

Jumlah Laporan Kegiatan Satu 
Data Indonesia 

1 laporan 
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dengan Prinsip Satu Data 
Indonesia 

5 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN 
INFORMASI 

Tingkatnya Kesiapan 
Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 

66 % 

  
Persentase SDM yang  memiliki 
sertifikat keamanan informasi 

47 % 

  
Jumlah Kegiatan Computer 
Security Incident Response Team 
(CSIRT) 

92 % 

  
Persentase titik Pelaksanaan Pola 
Hubungan Komunikasi Sandi 
PHKS yang teramankan 

20 % 

5-1 Penyelenggaraan 
Persandian untuk 
Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Perangkat Daerah 
yang melakukan Tata Kelola 
Pengamanan Informasi pada 
website SANAPATI 

86 % 

  
Persentase SDM yang 
menggunakan Tanda Tangan 
Elektronik Sesuai Permohonan 

92 % 

  
Persentase peserta yang 
mendapatkan nilai diatas passing 
grade 

88 % 

  
Persentase perangkat daerah 
yang melakukan Pengelolaan aset 
informasi sesuai dengan 
peraturan 

43 % 

5-1-1 Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Berbasis Elektronik dan 
Non Elektronik 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Keamanan Informasi 
Pemerintahan Daerah 

8 laporan 

5-1-2 Penyediaan Layanan 
Keamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Telah Menggunakan Layanan 
Tanda Tangan Elektronik 

54 
perangkat 

daerah 

5-2 Penetapan Pola Hubungan 
Komunikasi Sandi Antar 
Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Perangkat Daerah 
yang melakukan Tata Kelola 
Pengamanan Informasi pada 
website SANAPATI 

86 % 

5-2-1 Operasionalisasi Jaring 
Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
terhubung dalam Jaring 
Komunikasi Sandi 

54 
perangkat 

daerah 

  Sumber : DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025  
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Gambar 3.6 : Koordinasi Evaluasi SPBE dan Pendampingan Arsitektur SPBE 

Monitoring dan evaluasi SPBE ini sekaligus menjelaskan 

pentingnya SPBE untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan 

yang efisien dan akuntable berbasis elektronik serta bagaimana 

peran perangkat daerah dalam pengembangan SPBE. 

Pada tahun perencanaan selanjutnya fokus pemerintah 

daerah adalah menuju Pemerintah Digital sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 

- 2029 oleh karena itu pengembangan layanan digital berfokus 

pada peningkatan kualitas penerapan layanan digital 

pemerintah daerah untuk akselerasi transformasi digital. 

Digitalisasi pemerintahan agar pelayanan publik dapat 

dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga memberikan 

kepuasan terhadap publik yang menerima layanan 

pemerintahan secara umum. 

5. Layanan Konten Berita 

Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik melalui 

konten berita media facebook, Instagram, dan laman 

tapinkab.go.id. serta media sosial Youtube. Adapun rekapitulasi 

berita media online Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.22 Rekap Berita Media Online Tahun 2025 

No. Bulan Ig Fb Website Kerjasama 
Media Online 

Tapin 
Tv 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Januari 27 28 - 80 1001 

2 Februari 33 37 - 80 737 

3 Maret 74 84 - 80 757 

4 April 42 49 - 80 658 

5 Mei 50 61 - 80 1139 

6 Juni 45 67 13 80 947 

7 Juli 84 75 82 80 1116 

8 Agustus 55 69 101 80 1481 

9 September 42 70 89 80 1722 

10 Oktober 143 124 228 90 989 

11 November 114 117 196 90 - 

12 Desember 65 82 114 90 - 
 Jumlah 774 863 823 990 10547 

Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025 

 

  

  
Gambar 3.7 : Konten Berita Pada Media Facebook Dan Instagram 
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Gambar 3.8 : Konten Berita Pada Media Elektronik Online 

6. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 

Perkembangan jumlah KIM yang telah dibentuk dan 

difasilitasi pembinaannya oleh Dinas Kominfo hingga sekarang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.23 
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Berdasarkan Status 

Tahun 2025 

No Status KIM Jumlah Persentase 

(1) (2) (3) (4) 
1 KIM aktif 14 82,35% 
2 KIM tidak aktif 3 17,65% 
 Total 17 100% 

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025 

Terdapat 3 kelompok KIM yang dikategorikan tidak aktif, 

hasil evaluasi menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena 



Cetakan Laporan Kinerja – ESAKIP http://new-
sakip.bappelitbang.tapinkab.go.id/renja/performancereport/generate 

 
 

63 
 

 14/04/2026, 08:40 

 

anggota masyarakat kurang memahami pentingnya mengelola 

dan menyebarkan informasi, kurangnya jaringan pembinaan 

berkesinambungan, ditambah kesibukan bekerja yang 

mengurangi waktu untuk berorganisasi. Indikasi adanya 

dominasi tokoh tertentu seringkali hanya mengandalkan satu 

atau dua orang saja. 

Tahun 2025 Dinas Kominikasi dan Informatika 

melaksanakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media 

dan Kemitraan Komunitas melalui pembinaan pada 8 Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) yaitu KIM Habar Bahari desa Banua 

Halat Kiri,  KIM Pudarta desa Hiyung, KIM Warta Kampung desa 

Andhika, KIM Habar Warga desa Sawang, KIM Buncu Habar 

desa Hatiwin, KIM Habar Banua desa Suka Ramai, KIM Karya 

Digital Desa Salam Babaris. 

  

  
Gambar 3.9 : Fasilitasi Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 
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7. Kerjasama Layanan Hubungan Media 

Kerjasama Layanan Hubungan Media melalui pembuatan 

video promosi daerah, Kerjasama Publikasi Pemberitaan dengan 

LPPL Tapin TV, Kerjasama Publikasi/Kehumasan dengan Media 

Elektronik Online, dan Kerjasama Publikasi/Kehumasan 

dengan Media Cetak Lainnya. Adapun kerjasama layanan media 

Dinas Kominfo pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.24 Kerjasama Layanan Hubungan Media 

No Kerja Sama Nama Media Nomor Tahun 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Publikasi 
Pemberitaan Mata Banua 

500.12.13.2/004.c/
Mou/Diskominfo/I/2

025 
4/1/2025 

2 Publikasi 
Pemberitaan 

Radar 
Banjarmasin 

500.12.13.2/004.g/
Mou/Diskominfo/I/2

025 
4/1/2025 

3 Publikasi 
Pemberitaan Kalsel Post 

500.12.13.2/004.f/
Mou/Diskominfo/I/

2025 
5/1/2025 

4 Publikasi 
Pemberitaan Bakabar.com 

500.12.13.2/004.b/
Mou/Diskominfo/I/

2025 
5/1/2025 

5 Publikasi 
Pemberitaan Poros Kalimantan 

500.12.13.2/004.h/
Mou/Diskominfo/I/

2025 
5/1/2025 

6 Publikasi 
Pemberitaan Teras 7 

500.12.13.2/004.i/
Mou/Diskominfo/I/

2025 
5/1/2025 

7 Publikasi 
Pemberitaan Tabir Kota 

500.12.13.2/004.j/
Mou/Diskominfo/I/

2025 
5/1/2025 

8 Publikasi 
Pemberitaan Narasi Publik.net 

500.12.13.2/004.k/
Mou/Diskominfo/I/

2025 
5/1/2025 

9 Publikasi 
Pemberitaan Apa Kabar 500.12.13.2/136/Di

skominfo/VII/2025 
28/7/202

5 
Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025 

8. Penyediaan Layanan Aduan Masyarakat (SP4N LAPOR!) 

Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik pada tahun 

2025 mendapati 60 aduan yang masuk kedalam portal SP4N 

LAPOR. Aduan tersebut Sebagian besar terkait jalan, air minum, 

kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, 

trantibum dan kerawanan sosial, kepegawaian, dan lainnya. 



Cetakan Laporan Kinerja – ESAKIP http://new-
sakip.bappelitbang.tapinkab.go.id/renja/performancereport/generate 

 
 

65 
 

 14/04/2026, 08:40 

 

Tabel 3.25  
Rekapitulasi Aduan Di Aplikasi LAPOR Berdasarkan Klasifikasi 

Aduan Tahun 2025 
No Klasifikasi Aduan Jumah 

(1) (2) (3) 
1 Fasilitas dan layanan kesehatan 26 

2 Sarana prasarana infrastruktur lainnya 6 

3 Trantibum 5 

4 Kerawanan sosial 5 

5 Layanan umum lainnya 4 

6 Sarana prasarana TIK 3 

7 Layanan air minum 2 

8 Kritik pembangunan 2 

9 Ketenagakerjaan 2 

10 Administrasi kepegawaian 2 

11 Kegawatdaruratan 1 

12 Penambangan ilegal 1 

13 Tarif parkir 1 

 Jumlah 60 
Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025 

Terkait dengan berbagai aduan tersebut Dinas 

Komunikasi dan Informatika melaksanakan koordinasi dan 

monitoring bersama admin penghubung SP4N LAPOR dari 

setiap perangkat daerah agar pengelolaan Layanan SP4N LAPOR 

ini terus berjalan secara optimal sebagai aplikasi resmi 

pemerintah. Selanjutnya bagaimana perangkat daerah dapat 

menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat, tepat, dan 

transparan. 

  
Gambar 3.10 : Koordinasi dan Monitoring SP4N LAPOR! 
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9. Penyediaan Data Informasi Publik 

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Pelayanan 

Informasi Publik yaitu Persentase wilayah yang menerima 

penyebarluasan informasi melalui kegiatan PPID (Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dimana tugas Pengelola 

PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau 

pelayanan informasi di badan publik dengan keberadaan PPID 

maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan 

informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat 

satu pintu, dengan capaian kinerja 100% dari target 3 Dokumen  

dan terealisasi 3 Dokumen. 

  
Gambar 3.11 : Layanan Informasi Publik 

Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika 

melaksanakan bimbingan teknis Penyusunan DIP (Daftar 

Informasi Publik) sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan PPID 

di Kabupaten Tapin. 

 

10. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 

Dinas Komunikasi dan Informatika telah mempersiapkan 

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) melalui 

rapat koordinasi dan pembinaan intensif terhadap SKPD 

sampel, locus EPSS tahun 2025 yaitu Bappenda dan DP3A. 

Penilaian mandiri EPSS secara tentatif oleh BPS dijadwalkan 

mulai minggu pertama April 2026 dan hasil EPSS disampaikan 

pada bulan September 2026. 
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Gambar 3.12 : Timeline Pelaksanaan EPSS Tahun 2026 

Penilaian EPSS Tahun 2025 ke 2026 juga memperhatikan 

rekomendasi hasil tahun sebelumnya, berdasarkan Hasil EPSS 

Tahun sebelumnya, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 

Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah 2,63 dengan 

predikat “Baik”. Rincian hasil penilaian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.26 Nilai Indeks Pembangunan Statistik 

Domain Bobot Nilai 
Harapan 

Nilai 
Nasional 

Nilai 
Hasil  

(1) (2) (3) (4) (5) 
Prinsip SDI 28% 2,6 2,43 2,25 

Kualitas Data 24% 2,6 2,27 3,00 

Proses Bisnis Statistik 19% 2,6 2,47 3,00 

Kelembagaan 17% 2,6 2,32 2,74 

Statistik Nasional 12% 2,6 2,20 2,01 
Indeks Pembangunan 
Statistik 100% 2,6 2,35 2,63 

Sumber : LHP EPSS Tahun 2024 

Dimana pada hasil tersebut pemenuhan atas kualitas 

data dan standar proses bisnis statistik sudah dilakukan oleh 

seluruh perangkat daerah selaku produsen data, namun belum 

ada dokumen metadata variable dan indikator dari masing-

masing kegiatan statistik sektoral, penerapan kelembagaan 

statistik juga belum maksimal sehingga perlu menerapkan 

kolaborasi dan kegiatan bersama-sama, dan dalam kaitan 
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dengan statistik nasional lokus hanya memiliki rancangan 

kegiatan statistik belum sampai ke tahap pengajuan 

rekomendasi statistik melalui aplikasi ROMANTIK untuk 

mendapatkan surat rekomendasi kegiatan statistik. 

Dari kelemahan-kelemahan tersebut tahun 2025 Dinas 

Kominfo melaksanakan kegiatan Forum Satu Data Indonesia 

(SDI) untuk mengidentifikasi kebutuhan daftar data dan 

melakukan desk kepada perangkat daerah terkait daftar Data 

Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang akan dikumpulkan pada 

eWALIDATA dan Kegiatan Monev SDI yang merupakan bagian 

dari rencana aksi SDI tahun 2025, dan melaksanakan kegiatan 

monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

(EPSS) yang diikuti oleh BPS, Bappelitbang, Dinas Kominfo, dan 

lokus perangkat daerah. 

  

  
Gambar 3.13 : Kegiatan Monev EPSS 
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11. Indeks KAMI (Keamanan Informasi) 

Penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI 

merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik 

sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran 

mengenai kebutuhan keamanan informasi. Evaluasi dilakukan 

terhadap berbagai area yang menjadi target aspek keamanan 

informasi yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2022. 

Perhitungan tingkat keamanan informasi pemerintah 

berdasarkan Indeks KAMI pada 5 area Tata kelola keamanan 

informasi, Pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka 

kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, 

Teknologi dan keamanan informasi saat ini menunjukan pada 

indeks nilai 274 dari 918 dengan capaian 29,85%. Sehingga 

tingkat kematangannya dikategorikan “Tidak Layak”. 

 
Gambar 3.14 : Indeks KAMI 
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maka Pemerintah Kabupaten Tapin telah memiliki lembaga yang 

menyediakan layanan dan dukungan kepada instansi untuk 

mencegah, mengelola dan menanggapi insiden keamanan 

informasi. Manfaat pembentukan Tim CSIRT ini yaitu dapat 

mengendalikan dampak seminimal mungkin sesuai dengan 

prosedur dan kebijakan untuk merespon dengan cepat dan 

efektif terhadap insiden keamanan dan untuk mengurangi risiko 

serangan siber. 

Sepanjang Tahun 2025 Tim CSIRT telah menemukan 

insiden siber terhadap beberapa domain sebagai berikut : 

Tabel 3.28 Insiden Siber Domain Tahun 2025  

No Nama Domain Insiden Status Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
https://talitarang.tapinkab.go.i
d/index.php/login/ajax_list_per
aturan/ 

PHP Error Aktif Sudah 
ditangani 

2 https://pondok.dukcapil.tapink
ab.go.id/kedatangan/kirim PHP Error Aktif Sudah 

ditangani 

3 
https://dagangan.tapinkab.go.i
d/borneo/?id_ID=SLOT-
GACOR-HARI-INI-KAKEK-ZEUS 

Web 
Defacement Aktif Sudah 

ditangani 

4 https://simanja.tapinkab.go.id/
selamat-judi/ 

Web 
Defacement Aktif Sudah 

ditangani 

5 https://sipejantan.tapinkab.go.i
d/?sunhong=gacor 

Web 
Defacement Aktif Sudah 

ditangani 

6 https://pondok.dukcapil.tapink
ab.go.id/ 

indexed 
defacement Aktif Sudah 

ditangani 

7 https://dagangan.tapinkab.go.i
d/ 

indexed 
defacement Aktif Sudah 

ditangani 

8 https://sipejantan.tapinkab.go.i
d/ 

Web 
Defacement Aktif Sudah 

ditangani 

9 https://aset1.bpkad.tapinkab.g
o.id/ 

Web 
Defacement Aktif Sudah 

ditangani 

10 https://bapenda.tapinkab.go.id DOM XSS Aktif Sudah 
ditangani 

11 https://www.sismakendi.dinkes
.tapinkab.go.id/ 

Unauthoriz
ed System 

Access 
Aktif Sudah 

ditangani 

12 https://padaringan.bkpsdm.tap
inkab.go.id/phpinfo.php 

bocor detail 
konfigurasi Aktif Sudah 

ditangani 

13 
https://opacdisputarsip.tapink
ab.go.id/dashboard/phpinfo.ph
p 

bocor detail 
konfigurasi Aktif Sudah 

ditangani 

14 https://talitarang.tapinkab.go.i
d/info.php 

bocor detail 
konfigurasi Aktif Sudah 

ditangani 
15 https://portal.tapinkab.go.id/ Misconfigur Aktif Sudah 
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ation  ditangani 

16 https://talitarang.tapinkab.go.i
d/info.php 

Information 
Discloure Aktif Sudah 

ditangani 

17 https://survei.dukcapil[.]tapink
ab[.]go[.]id/git/config  Aktif Sudah 

ditangani 

18  https://www.csirt.tapinkab.go.
id/dashboard/users 

Cross-Site 
Scripting 

(XSS) 
Aktif Sudah 

ditangani 

19 
https://e-
starlitbang.tapinkab.go.id/repos
itory 

Cross-Site 
Scripting 

(XSS) 
Aktif Sudah 

ditangani 

20 https://www.sismakendi.dinkes
.tapinkab.go.id/  Aktif Sudah 

ditangani 
Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025 

Dinas Kominfo pada tahun ini melaksanakan kegiatan 

Bimbingan teknis Agen Siber kepada Perangkat Daerah, dimana 

bimtek pada tahun 2025 bertujuan mengedukasi Perangkat 

Daerah untuk dapat mengenali tanda-tanda awal kebocoran 

data, memahami risiko yang muncul, dan melakukan tindakan 

mitigasi secara cepat serta tepat guna. Disimulasikan juga 

bagaimana Proses akuisisi data sederhana, mengidentifikasi 

sumber data, menyalin data secara aman, dan melakukan 

verifikasi hasil salinan untuk memastikan kesesuaian data 

dengan sumber. 

  
Gambar 3.15 : Bimtek CSIRT Kabupaten Tapin 

13. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) 

Sejak pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Tapin menyelenggarakan kerjasama 

antara pemerintah daerah dengan Balai Sertifikasi Elektronik 

(BSRe) melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor : 

555/156/PKS-TTE/DISKOMINFO/2021 dan PERJ. 
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232/BSSN/BS/ KH.02.01/ 10/2021. BSRe sebagai pelaksana 

teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi 

elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan 

pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik mengenai 

pemanfaatan sertifikat elektronik. 

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 

(empat) tahun sejak ditandatangani. Selanjutnya pada Tahun 

2025 ini Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika melakukan perpanjangan PKS. 

Berikut daftar kerjasama antara Dinas Komunikasi dan 

Informatika dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe): 

Tabel 3.29 
Kerjasama Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025 

No Mitra 
Kerjasama 

Nomor 
Kerjasama 

Urusan 
Pemerintahan Yang 
Dikerjasamakan/ 

Manfaat 

Jenis 
Perjanjian Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Balai 

Sertifikasi 
Elektronik 

(BSRe) 

000.7.5.3/145/P
KS-

TTE/DISKOMIN
FO/2025 

 
PERJ. 

3319/BSSN/BS
/KJ.01.02/11/2

025 

PKS Antara Dinas 
Kominfo Kabupaten 
Tapin dengan BSRe 
tentang Pemanfaatan 
Sertifikat Elektronik 
pada Sistem 
Elektronik di 
Lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten Tapin 
 
Manfaat: Penerapan 
Sistem Elektronik 
yang aman di 
lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten Tapin 
dalam mewujudkan 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
baik 

Perjanjian 
Kerja 
Sama 

Dinas 
Kominfo 
(19-11-
2025) 

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Tapin 2025 

Sertifikat elektronik sendiri yaitu sertifikat yang bersifat 

elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan 

identitas yang menunjukan status subjek hukum dalam 
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transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara 

Sertifikat Elektronik. 

Tahun 2025 Perangkat Daerah yang telah menggunakan 

TTE sebanyak 54 Perangkat Daerah, artinya semua Perangkat 

Daerah sudah memanfaatkan TTE atau Capaian kinerja 100%. 

Pada Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Kominfo pada tahun ini juga 

melaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan Tanda Tangan 

Elektronik (TTE) kepada Perangkat Daerah, dimana sosialiasi 

pada tahun 2025 difokuskan pada simulasi penerapan TTE 

dalam dokumen resmi pemerintahan serta pengenalan sistem 

verifikasi tanda tangan digital,    

  

  
Gambar 3.16 : Bimbingan Teknis TTE 



Cetakan Laporan Kinerja – ESAKIP http://new- 
sakip.bappelitbang.tapinkab.go.id/renja/performancereport/generate 

 
 

76 
 

 14/04/2026, 08:40 

 

Tabel 3.30 
Kertas Kerja Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Target Realisasi Capaian Analisis Keberhasilan/ 

Kegagalan Solusi yang Dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Meningkatnya 

Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

81 
Poin 

80,5 Poin 99,38% Keberhasilan   
1. Perbaikan penyusunan 

pohon kinerja, perbaikan 
IKU, dan PK 

2. Penerapan manajemen 
risiko dan pengendalian 
internal terhadap 
sasaran kinerja 

3. Pemanfaatan aplikasi 
eSAKIP-NG untuk 
pengukuran dan 
evaluasi kinerja 

 
Kegagalan  
1. Komitmen sebagian 

pegawai terhadap SAKIP 
masih belum tinggi 

2. Sebagian pegawai belum 
memahami kinerjanya 
masing-masing sehingga 
sasaran kinerja dan 
target yang ditetapkan 
dalam perencanaan 
kinerja kurang relevan 
dan belum menantang 

1. Melaksanakan kegiatan 
terkait penyusunan 
dokumen perencanaan 
berbasis manajemen risiko 

2. Melaksanakan rapat 
koordinasi perumusan dan 
penetapan perencanaan 
kinerja pada masing-masing 
individu 

3. Melakukan pengukuran 
kinerja dan Evaluasi kinerja 
Internal (monev) melalui 
pemanfaatan aplikasi 
internal SiEmon Diskominfo 
dan pemanfaatan e-SAKIP 
New Generation 

 
 

2 Meningkatnya 
Profesionalisme 
ASN Perangkat 
Daerah 

Indeks 
Profesionalisme 
ASN (IP-ASN) 
Perangkat Daerah 

80 
Poin 

81,59 
Poin 

101,99% Keberhasilan 
1. Secara umum IP-ASN 

Dinas Kominfo berhasil 
mencapai target melalui 
update data kompetensi  

1. Mendorong ASN untuk 
mengikuti tugas belajar 

2. Mendorong ASN untuk 
mengikuti Diklat teknis 

3. Mendorong ASN mengikuti  

http://new-/
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      ASN pada aplikasi 
MyASN 

2. Sebagian ASN mengikuti 
tugas belajar 

 
Kegagalan  
1. Kurangnya minat ASN 

mengikuti tugas belajar. 
2. ASN lebih banyak 

mengikuti peningkatan 
kompetensi yang 
bersifat klasikal seperti 
pelatihan, seminar, 
workshop, dan lain 
sebagainya dari pada 
diklat teknis 

diklat teknis pendukung 
4. Monitoring ASN melakukan 

update data peningkatan 
kompetensi 

3 Meningkatkan 
Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 
(SPBE) 

Nilai Indeks 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik (SPBE) 
Kabupaten Tapin 

4,0 
Poin 

3,95 Poin 98,75% Keberhasilan 
1. Kepedulian pimpinan 

dan kompetensi teknis 
SDM yang dimiliki di 
bidang TI, 

2. Pengembangan layanan 
digital yang berfokus 
pada peningkatan 
kualitas penerapan 
layanan digital, 

3. Penerapan Arsitektur 
SPBE, layanan 
manajemen data, 
Pembangunan Aplikasi 
SPBE, Layanan Pusat 
Data, Layanan Jaringan 

1. Melakukan pendampingan 
berkelanjutan kepada 
Perangkat Daerah terkait 
Implementasi SPBE 

2. Melakukan review 
Arsitektur SPBE sesuai 
dengan prosedur yang 
berlaku 

3. Mengoperasionalkan SPLP 
dalam Pengintegrasian 
aplikasi umum berbagi 
pakai pada bidang 
perencanaan, 
penganggaran, keuangan, 
pengadaan barang dan jasa, 
pemanfaatan layanan dan 

http://new-/


Cetakan Laporan Kinerja – ESAKIP http://new- 
sakip.bappelitbang.tapinkab.go.id/renja/performancereport/generate 

 
 

78 
 

 14/04/2026, 08:40 

 

 Intra, Penggunaan 
Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintahan 
(SPLP), 

4. Penanganan insiden 
keamanan informasi, 

5. Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 
terintegrasi dalam 
eWALIDATA dan Satu 
Data. 

 
 Kegagalan 
1. Ego sektoral yang 

mengakibatkan 
banyaknya aplikasi 
mandiri di setiap 
Perangkat Daerah yang 
sulit diintegrasikan. 

2. Ancaman keamanan 
siber yang semakin 
tinggi, infrastruktur dan 
kebijakan pengamanan 
data belum sepenuhnya 
merata pada perangkat 
daerah. 

3. Penundaan permohonan 
fasilitasi Aplikasi dan 
Akun Cyberchat dari 
BSSN untuk 
pelaksaanan Jaring 
Komunikasi Sandi (JKS) 
Pemerintah Daerah 

kearsipan, Layanan 
Akuntabilitas kinerja 

4. Sosialisasi dan optimalisasi 
pemanfaatan aplikasi SP4N 
LAPOR 

5. Koordinasi perangkat 
daerah dalam pemanfaatan 
portal Satu Data dan 
eWALIDATA 

6. Meningkatkan peran agen 
siber untuk pengamanan 
informasi melalui jaring 
komunikasi sandi, 
sosialisasi penggunaan 
internet sehat 

Sumber : (Data Diolah) Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025 

http://new-/





























































































